KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas
antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga
yang dipimpinnya.

Badan Kepegawaian Negara adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban
menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan
Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-
kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah
disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi
keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para
pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/
pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan
Kepegawaian Negara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk
memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, 24 April 2019
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PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
SEMESTER Il UNAUDITED TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara untuk tahun
anggaran 2018 berupa Neraca per tanggal ‘317 Desember 2018, Laporan Realisasi
Anggaran, Léporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan
Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang
dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Badan

Kepegawaian Negara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengéenai akurasi, keandalan, dan
keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai“ruang lingkup yang
jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan
pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi

pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa
laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-

undangan lain yang terkait.

Jakarta, 26 Februari 2019

Inspektur Badan Kepeg Negara

. Darmuji, S.Sos, M.Si &
NIP. 19650704 198509 1 001
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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran,
(b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas
Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung

jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan

secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 24 April 2019
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BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor . K.26-30/V56-9/24 Jakarta, 16 April 2018
Lampiran . 1 (satu) set
Perihal . Surat Representasi Manajemen Kepada Yth.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
JI. Gatot Subroto No.31 Jakarta Pusat
di

Jakarta

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 2017, yang terdiri dari
Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, Neraca per
31 Desember 2018, Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018,
Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan Catatan Atas
Laporan Keuangan. Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan

penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material, sesuatu dipandang material,
tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi
pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi

laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi

berikut ini telah kami buat kepada TIM BPK RI selama pemeriksaan:

1. Laporan Keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP;

2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada TIM
BPK-RI;
Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan;
Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah
dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;

5. BKN memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas
aset tersebut;

6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum
dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan;
Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum
diungkapkan;

9. BKN telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material

terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran;



10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2018
yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan;

Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau
pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak
material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau
pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern;

Kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern;
Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal :

a. Kehandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan
diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan
yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah;

b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan
keuangan.

Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan
pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan BKN
dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan
material;

Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan tentang keuangan Negara dan SAP;

Kami telah mengindentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang
berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan;

Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidak patuhan terhadap peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku.
Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI

atas Laporan Keuangan BKN.
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Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2018 (Audited)

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan

pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISAS| ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya,
yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan
31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak
sebesar Rp22.617.313.911,00 atau mencapai 122,98 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar
Rp18.390.311.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp977.287.729.279,00 atau mencapai 91,05
persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.073.369.802.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31
Desember 2018

Nilai Aset pada 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.159.441.955.530,00 yang
terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp12.103.071.736,00; Aset Tetap (neto) sebesar
Rp1.136.967.683.284,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto)
sebesar Rp10.371.200.510,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.260.601.605,00 dan
Rp1.157.181.353.925,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi,
surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa,
dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode
sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp21.076.348.326,00, sedangkan jumlah beban
adalah sebesar Rp964.853.293.311,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai
Rp(943.776.944.985,00). Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-
masing sebesar Rp1.635.119.099,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar
Rp(942.141.825.886,00).

Ringkasan Laporan Keuangan 1
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4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar
Rp1.153.228.600.344,00, ditambah Defisit-LO sebesar Rp(942.141.825.886,00), kemudian ditambah
dengan penyesuaian nilai, koreksi-koreksi dan transaksi antar entitas senilai total
Rp970.442.519.849,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai
Rp1.157.181.353.925,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci
atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CalLK adalah penyajian
informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta
pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan
keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31
Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan
Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan menggunakan basis
akrual.

Ringkasan Laporan Keuangan 2
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